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TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN

HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.19/Menhut-II/2013 tentang Pedoman
Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri Lingkup
Kementerian Kehutanan telah ditetapkan pedoman
umum pengelolaan hibah luar negeri lingkup
Kementerian Kehutanan;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja ~ Kementerian  Lingkungan  Hidup dan
Kehutanan, serta untuk mengatur pengelolaan hibah
dalam negeri, Peraturan Menteri sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
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Mengingat

dan Kehutanan tentang Pedoman Pengelolaan Hibah
Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun
2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan
Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-20109,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;

Peraturan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan/ Ketua Bappenas Nomor 4 Tahun
2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan
Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi
Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan
Hibah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan
Hibah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

224 /PMK.05/2011 tentang Tata Cara Pemantauan
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Menetapkan

dan Evaluasi Atas Pinjaman dan Hibah Kepada
Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
180/PMK.08/2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 224 /PMK.05/2011 tentang
Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman
dan Hibah Kepada Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik
Kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja (Berita
Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor
2007);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/Menlhk-1I/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
HIBAH LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :



2016, No. 362

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal
1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun
berkenaan;

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran
yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau
Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Menteri
Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
negara dan pencairan dana atas beban APBN serta
dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah;
Pendapatan  Hibah  adalah  setiap  penerimaan
Kementerian/Lembaga dalam bentuk uang, barang, jasa
dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi
hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal
dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas
pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat
manfaat secara langsung yang digunakan untuk
mendukung tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga,
atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan
Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam
negeri atau luar negeri yang memberikan hibah kepada
Kementerian/Lembaga;

Penerima Hibah adalah Kementerian/Lembaga (K/L);
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang
selanjutnya disebut PA/KPA adalah Menteri/Pimpinan
Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas
pengelolaan anggaran pada Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat
BUN adalah Menteri Keuangan;

Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah adalah



